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BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan
masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hubungan negara dan agama dalam negara hukum di Indonesia masih
mengalami ketidakkonsistenan terutama dalam memahami keterlibatan
agama dalam ruang publik, terkhusus dalam kaitannnya dengan hukum
positif. Hubungan negara dan agama terlihat simbiotik namun
sekaligus integralistik. Artinya hubungan negara dan agama saling
membutuhkan (simbiotik), negara membutuhkan agama dan agama
membutuhkan negara. Namun ketersalingbutuhan ini kemudian terlihat
integralistik, dikarenakan berbagai peraturan yang berbau agamis
(syariah Islam) pun telah masuk ke dalam tata hukum positif secara
sah.

Keberadaan agama dalam ruang publik menimbulkan
ketegangan diantara tiga hal, yakni hubungan antara warga yang
beriman dan yang sekuler, hubungan antara para warga dari satu
agama dengan warga dari agama lain dan hubungan antara kelompok-
kelompok agama dan negara. Ketegangan ini tidak bisa diabaikan
apabila keadaban publik masih menjadi cita-cita bersama.

Konsekuensinya, agama perlu mengembangkan penalaran publik yang
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berlangsung dalam perjumpaan dengan agama lain, sains modern serta
negara hukum sekuler. Praktis, agama perlu mengembangkan sikap
epistemik berhadapan dengan agama lain, menerima otoritas sains
sebagai memonopoli pengetahuan sekuler, dan harus setuju pada
premis-premis negara hukum yang didasarkan pada moralitas profan.
Dalam terang pemikiran teori hukum integratif, pembaharuan
hukum dalam tata hukum Indonesia sebagai - implikasi sistem
ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan serta hubungan negara dan
agama kini mencerminkan disharmonis dengan jiwa bangsa yakni
Pancasila. Teori hukum integratif menekankan sistem nilai yang
bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, revitalisasi Pancasila adalah hal yang mendesak guna
menjawabi tantangan zaman termasuk kemajuan ilmu pengetahun dan
teknologi serta paham postsekular. Lebih jauh untuk menanggapi dan
menyesuaikan perkembangan hukum internasional ke dalam sistem
hukum nasional secara proporsional. Hal ini disebabkan dalam praktik
hubungan internasional di tengah era globalisasi dan postmodern
sering terjadi bahwa negara berkembang termasuk Indonesia telah
menjadi “korban” dari sikap negara maju yang bersifat hipokrit dan
lebih  mementingkan kepentingan nasionalnya dari kepentingan
kemajuan bersama bangsa-bangsa negara berkembang.
Perihal kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam mengelola

konflik hubungan antara negara dan agama, negara sebagai bentuk
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legitimasi dari kedaulatan rakyat harus hadir terutama dalam
penegakan hukum sebagai afirmasi dari negara hukum yang dianut
oleh Indonesia. Kehadiran negara ini hendaknya tidak bersifat totaliter
seperti pada Orde Baru melainkan bersifat demokratis. Demokratisnya
kehadiran negara juga dapat berupa bersikap tegas terhadap kelompok
intoleransi yang tidak mencerminkan negara hukum Pancasila.

Dalam kerangka Pancasila sebagai sumber segala sumber
hukum inilah perlu dirumuskan sistem hukum berbasis demokrasi
permusyawaratan, diskursif, pertimbangan rasionalitas yakni sistem
hukum yang tidak mendasarkan diri pada demokrasi mayoritas, tetapi
mendasarkan diri pada sistem hukum berbasis demokrasi deliberatif
dengan perluasan partisipasi masyarakat warga hingga ke ruang
publik. Pembentukan sebuah tata hukum bisa dilakukan melalui
penciptaan musyawarah antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat
warga. Dengan demikian, permusyawaratan dalam terang demokrasi
deliberatif adalah permusyawaratan antara masyarakat warga dan
negara.

Saran

1. Agar tidak terjebak dalam kontradiksi, negara perlu melakukan
diferensiasi atau pembedaan antara negara dan agama sebagai dua hal
yang berbeda. Pembedaan ini penting agar negara tidak terjebak dalam
negara sekuler maupun negara agama. Pembedaan ini tidak berarti

mendepak agama ke dalam ranah privat semata. Agama tetap berperan
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dalam ranah publik dan politik dengan cara menjadi sumber moralitas

publik melalui prinsip ketuhanan. Keterlibatan agama dalam ruang

publik dalam hubungannya dengan negara perlu memuat:

a. Agama wajib menaati hukum dan konstitusi yang berlaku dalam
negara hukum Pancasila.

b. Agama mesti bersifat kritis-rasional dan profetis dengan konsisten
menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan,
solidaritas, martabat manusia, kehidupan dan martabat manusia.

c. Agama mesti menerjemahkan bahasa partikular religius ke dalam
bahasa publik-politis secara rasional agar bisa dimengerti oleh
publik, seluruh warga masyarakat

Negara mesti mendukung pelaksanaan prinsip ketuhanan oleh agama-

agama dengan cara menjamin Syarat-syarat eksternal, juga

mewujudkan idea hukum dalam negara hukum Pancasila.
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